
 

  

TAMBAHAN 

LEMBARAN NEGARA R.I 
No.6141  KESRA. Pekerja Migran. Pelindungan. Pencabutan. 

(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 242) 

 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2017 

TENTANG 

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 

I.  UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan 

dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia 

yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. 

Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, 

termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-

wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan 

lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang 

melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara 

kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai 

regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana 

kebijakan. 

Hal ini memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan 

kementerian dan Badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini 

adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua pihak 

tersebut. Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh 

Badan yang dibentuk oleh Presiden. 
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Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan 

pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, 

kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah 

bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi 

permintaan (job order) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, 

Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri. 

Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta 

memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia. 

Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki 

kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada Pekerja Migran Indonesia 

setelah bekerja, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah 

Pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Pekerja Migran 

Indonesia purna dan keluarganya. 

Dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan 

yang mudah, murah, cepat, dan aman, layanan terpadu satu atap 

melakukan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. Layanan terpadu satu atap memberikan 

layanan dalam pengurusan persyaratan dokumen dan administrasi 

penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau 

Pekerja Migran Indonesia dan bersama Pemerintah Pusat melakukan 

perekrutan dan mempersiapkan pelayanan persyaratan administratif. 

Pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik 

pemerintah atau swasta yang terakreditasi kepada Calon Pekerja Migran 

Indonesia. 

Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang 

lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam 

penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Undang-Undang ini juga memberikan pelindungan Jaminan Sosial 

bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh 

perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan 

program pelindungan meliputi pelindungan prapenempatan, masa 

penempatan, dan purna penempatan. Peran pelindungan tersebut saat ini 

dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
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2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu 

yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja 

sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. 

Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan pelindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri belum memenuhi kebutuhan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri belum mengatur pembagian tugas dan wewenang antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta secara proporsional. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan 

mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

yakni dibentuknya suatu Undang-Undang yang baru yang 

menitikberatkan pengaturan pada Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Dalam Undang-Undang ini, peran Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari 

sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta 

hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran 

Indonesia. 

Adapun pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja 

Migran Indonesia bertujuan untuk: 

a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai 

warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan 

b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran 

Indonesia dan keluarganya. 

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja 

Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, 

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, 

pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja 

Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, 

selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan 

terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja 

Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan 

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, 
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sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan 

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan 

fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya 

sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. 

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan 

mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah 

bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi 

pidana. 

  

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan 

keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan 

terkait. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa 

Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran 

Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang 

sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas martabat dan hak 

asasi manusia” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat 

manusia. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Pekerja Migran 

Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam 

mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah dalam 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan 

menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” 

adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki 

menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama 

untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya 

untuk bekerja ke luar negeri. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya 

pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung 

didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, 

ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, 

jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas anti-perdagangan manusia” 

adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, 

pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang 

atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 

antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 

Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia 

tereksploitasi. 
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Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara 

terbuka, jelas, dan jujur. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh 

tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan 

setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan 

dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun 

masa yang akan datang. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 8 

 Cukup jelas. 
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Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja 

yang bermasalah” adalah Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang 

melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini, baik masalah 

keperdataan, administratif, maupun pidana. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “surat keterangan izin suami atau istri 

adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan “izin orang 

tua atau izin wali” adalah bagi mereka yang belum menikah. 

Huruf c 

 Cukup jelas.  

Huruf d 

 Cukup jelas.  

Huruf e 

 Cukup jelas.  

Huruf f 

 Cukup jelas.  
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Huruf g 

 Cukup jelas.  

Huruf h 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “alamat lengkap” adalah tidak 

hanya terbatas dengan Kotak Pos tetapi alamat yang 

memuat nama jalan, nomor rumah, nomor telepon yang 

dapat dihubungi, nama desa, nama kelurahan, nama 

kabupaten/kota, nama provinsi, nama negara atau istilah 

lain yang sesuai dengan negara tujuan penempatan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “alamat lengkap” adalah alamat 

yang memuat nama jalan, nomor rumah, rukun 

tetangga/rukun warga, nomor telepon yang dapat 

dihubungi, nama desa, nama kelurahan, nama kecamatan, 

nama kabupaten/kota, nama provinsi. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dan 

keselamatan” adalah tempat kerja yang memenuhi syarat 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
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Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah atase 

ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau 

pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan. 

 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 
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Huruf g 

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan 

pembekalan kepada Pekerja Migran Indonesia selama 

berada di negara tujuan penempatan. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “fasilitasi repatriasi” adalah 

bantuan pemulangan yang diberikan kepada Pekerja 

Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana 

alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran 

Indonesia yang mengalami masalah. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 22 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “negara tertentu” adalah negara tujuan 

penempatan dengan pertimbangan antara lain jumlah 

penempatan dan luas wilayah. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas.  

Ayat (3) 

 Cukup jelas.  

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah 

pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial 

dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat 

melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam 

keluarga maupun dalam masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah 

penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang 

bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga 

yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan 

kebutuhannya. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “risiko tertentu” adalah program 

manfaat baru antara lain pemutusan hubungan kerja sepihak 

dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “perjanjian tertulis antara pemerintah 

negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia” 

adalah perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis 

meliputi perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum 

internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan pemerintah 

negara tujuan penempatan. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 
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Pasal 37 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 38 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “layanan terpadu satu atap” adalah 

layanan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan secara 

terpadu dan terintegrasi oleh perangkat daerah dan Pemerintah 

Pusat yang berada dalam satu tempat. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

 Cukup jelas. 

Huruf h 

 Cukup jelas. 

Huruf i 

 Cukup jelas. 

Huruf j 

 Cukup jelas. 
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Huruf k 

 Cukup jelas. 

Huruf l 

 Cukup jelas. 

Huruf m 

 Cukup jelas. 

Huruf n 

 Cukup jelas. 

Huruf o 

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasi” adalah pelatihan yang 

diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh lembaga 

pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi. 

 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 46 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

 Cukup jelas. 
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Pasal 48 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 57 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

 Cukup jelas. 
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Pasal 60 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah perusahaan yang 

menempatkan pekerjanya sendiri dan memiliki izin tertulis yang 

diberikan oleh Menteri untuk kepentingan perusahaan sendiri. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 65 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain 

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

Undang-Undang tentang Pornografi, Undang¬Undang tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. 
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Pasal 68 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau 

individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan 

Pekerja Migran Indonesia. 

 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 73 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

 Cukup jelas. 
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Pasal 80 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 87 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

 Cukup jelas. 
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